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PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan daerah

menuju tata kelola pemerintahan yang baik terus
mengalami perkembangan. Pemerintah pusat
telah membuat berbagai kebijakan untuk men-
jawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat luas
yang semakin meningkat. Di bidang pelayanan
misalnya Pemerintah Pusat telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN). Dikeluarkannya
kebijakan ini bertujuan agar pemerintah daerah
dengan segenap kekuatan bertekad meng-
optimalkan peran kecamatan sebagai perangkat

terdepan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Dalam peraturan ini disebutkan
adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagian
wewenang bupati kepada kecamatan, yang
meliputi bidang perizinan dan non perizinan.
Pelimpahan sebagian kewenangan bukan berarti
memindahkan kekuasaan kepada camat, tetapi
lebih kepada pendistribusian wewenang bupati
yang selama ini dititipkan kepada dinas/lembaga
teknis daerah. Tentunya semua ini dalam skala
dan kriteria yang relevan dengan kemampuan
kecamatan, dimana ujungnya adalah mendekat-
kan pelayanan dengan sumber kebutuhan
masyarakat.
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Abstract: Professionalism In Improving Public Service District Community Trust. A professional
public service need to employ personnel who are competent as a policy implementor. This study aims
to identify and analyze the implementation of the Administrative Services Integrated Subdistrict
(PATENT) in an effort professionalism of the public service in Siak and to analyze the factors affecting
such implementation so as to optimize the role of districts as the leader in providing services to the
public. This study used a qualitative method is mainly used to describe (descriptive) and explain
(explanatory). Selection of qualitative methods are used from the desire to analyze and recognize the
problems and justification of the status and practices are ongoing, verified and then we got the result
to making a plan in the future. From the research data showed that the imple-mentation of the Patent
in Siak already well underway. This was evidenced by analyzing the level of compliance of the
bureaucracy and the smooth routine procedure that could have been done according to standard
that has been set. From the results of this study also found that of the four factors the data submitted,
the most dominant factor affecting the implementation of this program is the factor of the executing
agencies. The implementor policy of high integrity in carrying out the work assigned to him.

Abstrak: Profesionalisme Pelayanan Publik Kecamatan dalam Meningkatkan Kepercayaan
Masyarakat. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tenaga aparatur yang berkompeten
sebagai implementor kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam upaya profesionalisme pelayanan
publik di Kabupaten Siak dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut
sehingga dapat mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat terdepan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif terutama digunakan untuk
menggambarkan (deskriptif) dan menjelaskan (explanatory). Pemilihan metode kualitatif digunakan
berangkat dari keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap
keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat
hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa
implementasi Program PATEN di Kabupaten Siak sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan
menganalisis tingkat kepatuhan birokrasi dan kelancaran prosedur rutinitas yang sudah bisa terlaksana
sesuai standart yang telah ditetapkan. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan data bahwa dari empat
faktor yang diajukan, faktor paling dominan mempengaruhi implementasi program ini adalah faktor
instansi pelaksana. Para implementor kebijakan memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan
pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Kata Kunci: kecamatan, pelayanan publik, PATEN, kepercayaan masyarakat
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Sebagai daerah yang sangat berkomitmen
dalam hal pelayanan publik, Pemerintah Kabu-
paten Siak merespon Permendagri No. 4 Tahun
2010 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati
Siak No. 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bupati kepada Keca-
matan untuk Melaksanakan Urusan Pemerintah
Daerah. Dikeluarkannya Perbub ini dengan
harapan kecamatan dapat meningkatkan mutu
pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau dan
pro-fessional. Peran dan tugas yang dilaksanakan
nantinya mampu mewujudkan pelayanan publik
yang profesional sesuai dengan Visi Pemba-
ngunan Jangka Menengah Pemerintah Kabu-
paten Siak Tahun 2011-2016, yaitu “Ter-
wujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang
sehat, cerdas, dan sejahtera dalam lingku-
ngan masyarakat yang agamis dan ber-
budaya Melayu serta sebagai kabupaten
dengan pelayanan publik terbaik di Provinsi
Riau Tahun 2016”.

Maksud diberikannya sebagian besar
kewenangan bupati kepada camat adalah untuk
lebih mendekatkan pelayanan kepada masya-
rakat karena kecamatan adalah ujung tombak
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Muaranya adalah memperpendek prosedur
birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit serta
memakan waktu yang lama. Kewenangan yang
di limpahkan kepada camat sesuai Peraturan
Bupati Siak No 42 Tahun 2011 adalah : 74 jenis
kewenangan aspek perizinan, 22 jenis kewe-
nangan aspek rekomendasi, 16 jenis kewena-
ngan aspek pembinaan, 29 jenis kewenangan
aspek fasilitasi, 5 jenis kewenangan aspek pene-
tapan, dan 25 jenis kewenangan aspek penye-
lenggaraan. Dengan dilimpahkannya beberapa
jenis kewenangan tersebut kepada para camat,
maka diharapkan kecamatan dapat meni-
ngkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi dari Perbub Siak No. 42
Tahun 2011 sebagiannya sudah berjalan se-
bagaimana yang dicanangkan. Misalnya dalam
hal percepatan pelayanan di bidang perizinan
kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Siak
telah membentuk Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).
Diharapkan dengan pendirian badan ini pela-

yanan perizinan dapat cepat dan tepat waktu.
Selanjutnya telah dilakukan pelimpahan sebagian
kewenangan Bupati kepada camat melalui
Program PATEN.

Sejak diluncurkan sampai sekarang Prog-
ram PATEN di Kabupaten Siak sekilas diamati
sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetap-
kan. Bahkan karena keseriusan pelaksanaannya,
program ini telah pula mendapat pengakuan dari
berbagai pihak. Bersempena dengan HUT Pro-
vinsi Riau tahun 2013 yang lalu, dua kecamatan
di Kabu-paten Siak mendapat penghargaan dari
Peme-rintah Provinsi Riau, yaitu Kecamatan
Siak sebagai kota percontohan pelaksanaan
PATEN di Provinsi Riau dan Kecamatan Tualang
sebagai kecamatan terbaik se-Riau dalam hal
penyele-nggaraan kinerja di bidang pelayananan.
Pe-nghargaan atas keberhasilan program
PATEN juga diberikan oleh Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat
Jenderal Pemerintah Umum (PUM) tanggal 28
Februari 2012.

Walaupun sudah mendapat pengakuan akan
suksesnya Program PATEN ini, tentu saja dalam
implementasinya masih terdapat berbagai ken-
dala. Satu hambatan diantaranya adalah sarana
dan prasarana seperti gedung kantor yang masih
kurang memadai. Belum lagi banyak fasilitas
kantor seperti listrik, air, tempat parkir, dan se-
bagainya yang tidak lengkap. Hal ini tentunya
akan menyebabkan tidak maksimalnya pela-
yanan oleh pegawai, sehingga tidak tercipta
suasana yang nyaman serta representatif dalam
pelayanan. Kondisi ini juga tidak menumbuhkan
semangat baru dalam bekerja bagi aparatur,
sehingga pelayanan publik serta disiplin pegawai
kurang berjalan maksimal.

Aparatur pemerintah dituntut untuk bisa
memberikan pelayanan prima kepada masya-
rakat, sehingga kepercayaan masyarakat men-
jadi lebih baik lagi. Untuk itulah, aparatur pe-
merintah dituntut mampu menegakkan disiplin
dan meningkatkan kinerjanya secara berke-
lanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, agar pela-
yanan dan disiplin ini dapat berjalan dengan baik,
tentulah didukung dengan fasilitas kerja yang baik
pula. Karena fasilitas kerja merupakan faktor-
faktor yang tidak dapat dipisahkan dari dunia
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kerja dan merupakan hal yang vital bagi pegawai
untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

Masalah lain yang membuat Program PATEN
diduga kurang maksimal terimplementasi adalah
rendahnya komitmen aparatur dalam melayani.
Tingkat kepedulian dan keprofesionalan pegawai
dalam upaya peningkatan pelayanan masih sering
dikeluhkan masyarakat. Belum lagi masih kerap
terjadinya penyelewengan-penyelewengan
prosedur yang dilakukan aparatur yang tidak
pada tempatnya. Padahal fungsi dan bentuk
pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah
haruslah profesional dan berkeadilan. Kom-
petensi yang dimiliki oleh aparat pelaksana se-
cara signifikan sangat menentukan keberhasilan
implementasi program PATEN (Miranti, 2015).
Kondisi ini membuat proses implementasi Prog-
ram PATEN di Kabupaten Siak, yang walaupun
nampaknya sudah berjalan dengan baik, namun
masih dihadapi dengan berbagai persoalan yang
mesti segera dibenahi.

Implementasi kebijakan dapat diartikan
sebagai suatu rangkaian kegiatan setelah suatu
kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implemen-
tasi, maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan
akan berakhir sia-sia (Sujianto, 2008). Karena
itulah, menurut Nugroho (2008), implementasi
kebijakan sesungguhnya bukan sekedar ber-
hubungan dengan mekanisme penjabaran atau
operasional dari kepu-tusan politik ke dalam
prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi.
Lebih dari itu, ia juga menyangkut masalah kon-
flik, keputusan, dan siapa yang akan memperoleh
apa dari suatu kebijakan (Nugroho, 2008).
Dalam hal ini pada dasarnya ialah kemampuan
para pembuat kebijakan untuk membangun
hubungan dalam mata rantai sebab-akibat agar
kebijakan bisa terlaksana. Sebab implementasi
akan semakin tidak efektif jika hubungan antara
semua agen yang menjalankan kebijakan justru
menghasilkan “deficit implementasi” (Parson,
2006).

Subarsono (2012) mengemukakan bahwa
implementasi merupakan suatu tahapan diantara
pembuatan kebijakan dan konsekuensi dari
kebijakan. Dimana ia menempatkan implemen-
tasi pada tabah ketiga dalam proses kebijakan.
Tahap pertama penyusunan agenda, tahap kedua

fomulasi kebijakan, tahap ketiga implementasi
kebijakan dan tahap keempat dampak dari ke-
bijakan. Selanjunya ditegaskan Subarsono
(2012) bahwa implementasi yang berhasil tidak
hanya ada dua perspektif, yaitu keberhasilan
diukur melalui tingkat kepatuhan birokrasi level
bawah terhadap birokrasi level atas dan keber-
hasilan impelementasi dicarikan oleh kelancaran
rutinitas dan tidak adanya masalah. Pendapat ini
sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Nogi
(2003), bahwa implementasi yang berhasil
mengarah pada kinerja yang diinginkan dari suatu
program dan dampak dari program tersebut. Hal
ini sesuai pula dengan pandangan Parson (2006)
bahwa implementasi kebijakan seharusnya
mempunyai tujuan yang jelas dan dapat dipahami
dengan baik oleh pembuat kebijakan, pelaksana
kebijakan, serta penerima kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
dan menganalisis implementasi Program PATEN
sebagai upaya profesionalisme pelayanan publik
di Kabupaten Siak dan untuk menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhinya baik terkait
persoalan internal maupun eksternal, sehingga
dapat mengoptimalkan peran kecamatan sebagai
perangkat terdepan dalam memberikan pela-
yanan kepada masyarakat.

METODE
Pelaksanaan penelitian ini menggunakan

metode kualitatif yang digunakan untuk meng-
gambarkan dan menjelaskan. Alasan pemilihan
metode kualitatif ini adalah keinginan untuk me-
nganalisis serta mengenal masalah dan mendapat
pembenaran terhadap keadaan dan praktek-
praktek yang sedang berlangsung serta mela-
kukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil,
guna pembuatan rencana pada masa yang akan
datang. Metode kualitatif pada dasarnya meru-
pakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati
(Moleong, 2005). Pendekatan kualitatif berakar
dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan
tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah
untuk menjelaskan proposisi atau perangkat
proposisi yang dapat diformulasikan secara
deskriptif ataupun secara proporsional.
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Untuk melakukan penelitian ini diperlukan
data, baik yang sifatnya data sekunder seperti
laporan kerja, dokumen dan semacamnya mau-
pun data primer terutama dari hasil wawancara
yang dilakukan kepada informan. Tehnik yang
digunakan dalam memperoleh informan pe-
nelitian ini adalah tehnik snowball sampling yaitu
sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti
bola salju yang menggelinding untuk menemukan
sumber informasi yang paling tepat dalam
memberikan tanggapan. Setelah data terkumpul
dari setiap infoman penelitian, kemudian akan
digunakan metode triangulasi dengan ceck and
cross ceck terhadap hasil tanggapan yang di-
berikan informan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Profesionalisme Pelayanan Publik Kecamatan

Implementasi secara umum dapat diartikan
sebagai suatu rangkaian aktivitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat,
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa
basil sebagaimana diharapkan. Rangkaian ke-
giatan tersebut mencakup, Pertama, persiapan
seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan
interprestasi dari kebijakan tersbut. Kedua, me-
nyiapkan sumber daya guna menggerakan ke-
giatan implementasi termasuk didalamnya sarana
dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu
saja penetapan siapa yang bertanggung jawab
melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga,
bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara
kongkrit ke masyarakat.

Dalam sebuah proses kebijakan, imple-
mentasi merupakan tahap ketiga. Secara ber-
turut-turut tahap implementasi adalah: tahap per-
tama penyusunan agenda, tahap kedua fomulasi
kebijakan, tahap ketiga implementasi kebijakan,
dan tahap keempat dampak dari kebijakan.
Dalam implementasi Program PATEN sebagai
upaya profesionalisme pelayanan publik di
Kabupaten Siak, penulis menggunakan konsep
Subarsono (2012) yang menjelaskan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan
paling tidak oleh dua hal, yaitu kepatuhan birok-
rasi dan kelancaran prosedur rutin.

Kepatuhan Birokrasi
Kepatuhan implementor merupakan ujung

tombak bagi kemudahan pengurusan perizinan
di seluruh kecamatan Kabupaten Siak yang me-
rupakan garda terdepan dalam pemberian pe-
layanan dari Program PATEN. Apabila ke-
patuhan implementor rendah, maka dapat di-
pastikan akan sangat menghambat proses
pelayanan perizinan dan non-perizinan, sehingga
masyarakat dan dunia usaha jadi enggan untuk
mengurus keperluannya. Karena itu hendaknya
pihak organisasi pelaksana Program PATEN
harus terus dapat me-monitoring setiap ke-
giatan yang dilakukan oleh semua aparaturnya
untuk menghindari terjadinya apa yang disebut
sebagai mal-administrasi atau tindakan melanggar
administrasi. Proses monitoring ini penting
dilakukan dalam upaya mencegah, memperkecil,
dan menanggulangi terjadinya mal-administrasi
dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan.

Kepatuhan dalam mengimplementasikan
kebijakan yang sudah ditetapkan sangat di-
perlukan, baik bagi pihak pelaksana atau mas-
yarakat dan dunia usaha penerima layanan.
Karena dengan kepatuhan yang ada tentunya
akan mempermudah proses implementasi yang
dilakukan, baik dari tahap pengenalan program,
sosialisasi program hingga kepada penerapan
program. Proses kepatuhan Program PATEN
akan terwujud apabila setiap implementor dapat
menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat di
dalam kebijakan yang telah dirumuskan, serta
proses sosialisasi yang benar kepada masyarakat
penerima program. Oleh sebab itu, dalam me-
rangsang tingkat kepatuhan yang tinggi dibutuh-
kan ketegasan dan keseriusan dari pimpinan
birokrasi untuk bisa menerapkan kebijakan yang
sudah dibebankan. Apabila ditemukan bentuk
penyimpangan dalam kepatuhan pelaksanaan
program hendaknya diberikan sanksi yang
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada Program PATEN ini, kepatuhan
birokrasi yang dimaksud lebih difokuskan dari
kepatuhan akan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai dan kepatuhan akan tugas dan fungsi
yang sudah ditetapkan. Menilai kepatuhan im-
plementor pada kedua aspek tersebut tentunya
setiap implementor harus memahami dengan baik
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dan benar apa yang menjadi tujuan dan sasaran
serta tugas dan fungsi dari pelaksanaan program
ini. Dimana secara sederhana tujuan dari Program
PATEN ini bukan hanya sekedar pelayanan dan
kemudahan yang diberikan kepada masyarakat
dan dunia usaha, melainkan sebuah komitmen
untuk memutus panjangnya rantai birokrasi pela-
yanan perizinan dan non-perizinan. Implementasi
dari tujuan yang telah ditetapkan itu adalah setiap
petugas pelaksana harus bisa menyakinkan ke-
pada masyarakat dan dunia usaha bahwa pe-
merintah terus berupaya melakukan berbagai ino-
vasi sistem pelayanan agar lebih memudahkan
semua pihak.

Program PATEN di Kabupaten Siak me-
rupakan pelimpahan kewenangan pada keca-
matan dengan sistem pelayanan satu pintu.
Setidaknya ada 74 perizinan dan non-perizinan
yang langsung dikelola oleh pemerintah keca-
matan tanpa harus persetujuan kabupaten.
Sistem yang dipakai terus dikembangkan sampai
dengan saat ini sudah via internet, dimana dengan
sistem online ini, warga di mana saja dapat me-
ngakses dan mengajukan pelayanan asalkan
terkoneksi dengan jaringan internet. Pengajuan
perizinan tersebut dibuat dengan limit waktu
penyelesaian yang sudah ditentukan sesuai de-
ngan standar operasi prosedur yang ditetapkan,
dan dari waktu ke waktu prosesnya terus di-
permudah.

Berjalan dan terus berkembangnya imple-
mentasi program PATEN ini adalah wujud dari
kepatuhan birokrasi terhadap tugas yang dibe-
bankan. Hal yang paling utama dari penye-
lenggaraan pelayanan publik adalah kualitas dari
penyelenggara pelayanan tersebut (aparat), yang
harus menyadari bahwa dirinya adalah sebagai
pelayan bagi masyarakat dan masyarakatlah
yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya
(Ihsanuddin, 2014). Karena kepatuhan birokrasi
ini, maka masyarakat penerima pelayanan puas
terhadap pelayanan yang diberikan birokrasi.
Mereka umumnya sangat senang dengan
pelayanan petugas karena kebutuhan mereka
akan keperluan perizinan dan non-perizinan
secara profesional dilayani dengan baik. Hampir
tidak ditemukan hambatan dalam pengurusan izin
apapun karena standar operasional pelayanan

sudah dimuat sedimikian terang dan petugas yang
melayani juga bekerja secara profesional. Bahkan
untuk mempermudah masyarakat lagi, petugas
tidak jarang melakukan jemput bola, dengan
menyediakan mobil operasional pelayanan.

Kelancaran Prosedur Runtinitas
Kelancaran prosedur rutinitas adalah

memfungsikan instansi-instansi yang terkait dalam
implementasi PATEN di Kabupaten Siak, seperti
camat, kelurahan, desa dan pemerintah kabu-
paten sendiri. Artinya setiap unit kerja memiliki
tanggung jawab dan wewenang dalam mengim-
plementasikan program PATEN harus benar-
benar terlibat, supaya kelancaran program ini
dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Kelan-
caran prosedur rutin yang dilaksanakan juga
membutuhkan koordinasi yang baik, karena
koordinasi yang dilakukan akan membuat proses
pelaksanaan program PATEN dapat berjalan
sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Koor-
dinasi yang dilakukan mengarah kepada unit-unit
kerja yang terlibat dalam pengimplementasian
program PATEN di lingkungan masyarakat.
Sebab koordinasi yang dilaksanakan akan men-
cegah terjadinya tumpang tindih atau overleving
pekerjaan yang ditangani oleh unit-unit kerja yang
bertindak sebagai implementor. Selain itu juga
adanya koordinasi akan sangat mendukung
terciptanya pelaksanaan tugas sesuai dengan apa
yang dibebankan, dalam upaya menghindari
konflik dalam pelaksanaan tugas yang diberikan.

Prosedur rutinitas yang dilakukan dalam
pelaksanaan program PATEN adalah memper-
mudah pekerjaan administrasi berupaya pela-
yanan pengurusan perizinan dan non-perizinan
kepada masyarakat dan dunia usaha. Dengan
adanya kemudahan dan kecepatan dalam pe-
layanan yang diberikan akan memberikan
kepuasan kepada penerima pelayanan. Hal ini
penting disampaikan karena pelaksanaan Prog-
ram PATEN ini awal mulanya dilakukan dengan
berbagai kajian, terutama menyangkut dengan
apa-apa pelimpahan dan kewenangan yang
diberikan sesuai aturan dan perundangan. Pe-
merintah Kabupaten Siak menyadari bagaimana
birokrasi dan pengurusan itu rumit dan memerlu-
kan waktu lama. Agar hal itu tak terjadi, maka
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dilakukan pelimpahan kewenangan pada ke-
camatan dan memberikan pelayanan satu pintu
bagi masyarakat dan dunia usaha. Sebagai per-
panjangan tangan pemerintah, kecamatan
merupakan pelaksana fungsi dan peran strategis
dalam menyinergikan program dari pemerintah
dalam meningkatkan fungsi profesional dan
pelayanan.

Program PATEN ini menuntut camat dapat
mewujudkan pelayanan prima dengan menerap-
kan standar operating prosedur (SOP) yang
setara kualitasnya. Pada berbagai kesempatan
pemerintah kabupaten menghimbau kepada pe-
tugas pelaksana agar kualitas pelayanan semakin
hari hendaknya harus semakin baik, karena
pelayanan ini adalah tugas dari pemerintah. Ka-
rena itu, pegawai kecamatan sebagai petugas
pelayanan di lapangan tentunya memahami betul
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ter-
hadap pelayanan dalam program ini. Intinya
adalah pelayanan jangan dipersulit dan diperlama.
Bila seharusnya sehari bisa selesai, maka harus-
lah diselesaikan hari itu juga, bahkan jika perlu
diselesaikan dalam hitungan jam. Pember-
lakukan prosedur dan mekanisme yang berlaku
untuk memberikan rasa adil pada saat mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat harus
menggunakan standar-standar yang telah di-
tetapkan (Juliansyah, 2012).

Sejak diberlakukannya Program PATEN ini
di Kabupaten Siak, manfaatnya sudah dirasakan
langsung oleh masyarakat. Penelusuran di lapa-
ngan hmenyebutkan hampir semua masyarakat
puas dengan pelyanan yang diberikan oleh petu-
gas. Hampir tidak ditemukan adanya sentimen
nada miring. Di balik peningkatan pelayanan,
tentu sarana dan prasarana IT sangat men-
dukung. Karena itu nantinya sarana IT ini juga
dilengkapi di semua kecamatan, ditunjang dengan
kendaraan mobil pelayanan yang menjangkau ke
kecamatan dalam memberikan pelayanan
terpadu kepada masyarakat.

Pelaksanaan program PATEN ini sendiri
merupakan komitmen dari kepala daerah dalam
memberikan kemudahan kepada masyarakat
untuk mengurus perizinan administrasi yang di-
perlukan. Komitmen ini sendiri merupakan kunci
utama dalam kebijakan yang dibuat, sebab bila

tanpa adanya komitmen yang kuat sudah pasti
program ini tidak akan terealisasi. Semua itu
terbukti karena setelah program ini jalan, pe-
merintah kabupaten selanjutnya menata yang hal
lainnya agar menjadi lebih mudah. Sejak pem-
berlakuannya, manfaat program PATEN lang-
sung dirasakan masyarakat. Tidak ada lagi sen-
timen negatif tentang layanan perizinan yang
dilakukan aparat birokrasi. Program tersebut
bisa berjalan dengan baik karena prosedur yang
mudah dan sarana dan prasarana terus dileng-
kapi. Bahkan untuk setiap kecamatan saat ini
juga disediakan mobil pelayanan PATEN untuk
memberikan pelayanan terpadu kepada warga.

Secara prosedural-struktural, mekanisme
dari program PATEN ini adalah pelimpahan
kewenangan dari kepala daerah kepada camat.
Memang pemangkasan kewenangan ini sekilas
mengurangi volume pekerjaan bupati, namun
dampak positifnya pelayanan kepada warga bisa
lebih optimal. Bisa dibayangkan jika perizinan
usaha saja harus melalui persetujuan bupati, tentu
akan memakan waktu lama, sebab pekerjaan
bupati bukan hanya mengurusi persoalan pe-
rizinan saja. Masih banyak pekerjaan lain yang
juga bisa diselesaikan tentunya jika pelayanan
perizinan sudah terlaksana dengan baik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pro-
fesionalisme Pelayanan Publik Kecamatan

Profesionalisme pelayanan publik keca-
matan dilihat dari Program PATEN di Kabupaten
Siak dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
Dimana faktor-faktor tersebut bisa saja me-
nyebabkan terjadinya kegagalan dan keber-
hasilan dalam mengimplementasikan program
tersebut. Pada sub bab kedua ini penulis men-
coba mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi
implementasi Program PATEN di Kabupaten
Siak berdasarkan konsep Nugroho (2008). Di-
sebutkan bahwa yang mempengaruhi keber-
hasilan implementasi kebijakan pada dasarnya
dapat dilihat dari dua faktor, yaitu faktor instansti
pelaksana dan lingkungan.
Faktor Instansi Pelaksana

Sejak melaksanakan program PATEN,
Kabupaten Siak kini menjadi pusat pembelajaran
bagi daerah lain. Puluhan pemkab, pemkot, dan
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pemprov silih berganti berkunjung untuk belajar
tentang program tersebut. Bahkan, pemerintah
pusat melalui Kemendagri telah menunjuk Ka-
bupaten Siak sebagai pilot project (tempat
percontohan) program PATEN. Karena prog-
ram ini dirasakan selain dapat memudahkan
masyarakat dalam mengurus dan membuat
berbagai perizinan, juga berdampak positif
terhadap waktu dan perekonomian di masya-
rakat. Bila dahulunya Kabupaten Siak selalu ke
Pulau Jawa dan selalu keluar daerah untuk belajar
tentang ilmu pemerintahan, kini justru daerah ini
yang menjadi tujuan kunjungan studi banding bagi
daerah lain yang ada di Indonesia.

Tercatat hingga kini sudah 56 daerah di
Indonesia yang melakukan studi banding ke
Kabupaten Siak untuk menggali dan belajar
tentang PATEN. Hal ini tentunya membawa
pengaruh positif bagi perkembangan pemba-
ngunan dan pelayanan yang berlangsung di Ka-
bupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak me-
nyadari sepenuhnya bahwa prestasi yang mem-
banggakan ini tidka terlepas dari petugas yang
berkualitas dan memiliki integritas. Kualitas dan
integritas kerja bisa dicapai apabila pimpinan
mampu memupuk tanggung jawab dan keperca-
yaan kepada aparaturnya. Sebab dengan tanggung
jawab dan kepercayaan yang diberikan, aparatur
akan bekerja dengan maksimal dengan meng-
gunakan segala potensi dan kekuatan individu
yang dimilikinya.

Faktor Lingkungan
Program PATEN pada prinsipnya merupa-

kan bagian dari visi dan misi Kabupaten Siak
yang ingin mewujudkan pelayanan publik terbaik
di Provinsi Riau. Filosofi adanya program ini
berangkat dari fenomena terdapatnya banyak
kendala dalam pelayanan publik seperti keadaan
geografis dan infrastruktur kabupaten, yakni
jarak antar kecamatan ke ibukota kabupaten ya-
ng cukup jauh. Bisa dibayangkan seorang warga
yang tinggal di perbatasan kabupaten tetangga,
maka untuk mengurus suatu izin ia harus menem-
puh jarak puluhan kilometer dengan memakan
waktu hingga setengah hari menuju ibukota
kabupaten. Kondisi ini tentunya menyita waktu
dan biaya yang besar.

Program PATEN di Kabupaten Siak men-
dapat respon yang baik dan didukung secara
penuh oleh Pemerintah Provinsi Riau. Mengingat
sangat besarnya manfaat penyelenggaraan
PATEN ini, maka Gubernur Riau mengeluarkan
Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 100/
TAPEM/0604 tanggal 15 Februari 2010 tentang
Implementasi Kebijakan Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati/Walikota kepada camat dan
Peraturan Gubernur Riau Nomor 59 Tahun 2012
tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Keca-
matan. Kedua peraturan ini dikeluarkan agar
seluruh kecamatan di Provinsi Riau sudah me-
nerapkan program PATEN seperti yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak
sebagai pilot project di Indonesia.

Respon dan dukungan yang diberikan Pem-
prov Riau terhadap program PATEN di Kabu-
paten Siak merupakan bentuk komunikasi yang
penting dalam implementasi kebijakan terkait
dengan faktor lingkungan. Bila komunikasi ini
didukung dengan sikap implementor yang pro-
fessional tentu akan menambah tingkat keber-
hasilan dari program yang dijalankan. Karena
dengan sikap yang ramah, sopan dan santun
akan membuat masyarakat antusias untuk me-
ngurus keperluan administrasinya secepat
mungkin. Sikap yang baik aparatur dalam proses
pelayanan akan memberikan kerelaan kepada
masyarakat untuk memenuhi segala kebijakan
yang dibuat pemerintah. Namun sebaliknya
apabila sikap yang ditunjukkan aparatur tidak
baik, maka akan muncul keengganan masyarakat
untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan pem-
bangunan.

SIMPULAN
Implementasi Program PATEN sebagai

upaya profesionalisme pelayanan publik di Ka-
bupaten Siak dapat dikatakan sudah berjalan
dengan baik sesuai dengan keinginanan mas-
yarakat. Pihak pelaksana kebijakan atau imple-
mentor sudah mampu melaksanakan kebijakan
tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku
walaupun dalam pelaksanaannya masih mem-
butuhkan pembenahan-pembenahan. Hal itu
dapat dilihat dari tingkat kepatuhan birokrasi dan
kelancaran prosedur rutinitas bisa dilaksanakan

Profesionalisme Pelayanan Publik Kecamatan dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (Zulkarnaini)
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sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari hasil
penelitian juga ditemukan faktor yang mempe-
ngaruhi implementasi paling dominan adalah
faktor instansi pelaksana. Instansi pelaksana
kebijakan mampu memberikan kontribusi yang
positif kepada sumberdaya pelaksana kebijakan,
dimana para implementor kebijakan memiliki
profesionalisme yang tinggi dalam memberikan
pelayanan.
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